BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang a
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KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklanjut: dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada poii a diatas, imaka peilu menetapkaii
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undaiig-Undang Nomoir 6 Tahun 2000 {Lembarain Negara
RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R I Nomor 3961)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
d1 Provinst Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun



1

Memperhatikan

Menetapkan

4264),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI1 Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tanun 2015 Nomor 59j,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peratwian Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2008
tentang Pedoman Organisast dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten  Halmahera  Selatan tentang
Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257/OTDA
tertanggal 29 Jumi 2021 Perthal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemermitahan Daerah Kabupaten/Kota

Provins1 Maluku Utara
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakul Kepaia Daeran adaial Wakil Bupat Halmatiera Seiataii

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdirn dari Sekretanat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamataii

Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah
Unsur Pengarah Penaggulangan Bencana adalah bagian/unsur BPBD
yang bertugas memberikan masukan kepada kepala BPBD dalam
penanggulangan bencana

Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin unsur Pelaksana
Badaii Penanggulangaii Deicaila Daeran Kabupaten Halmadiera Selatau
Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fungs1 adalah fungsi1 para pemangku jabatan tertentu pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas veikatain dengaii pelayainan fungsiwnal yaiig Lerdasarkain pada
keahhan dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat



-4.

TAD TT
DIAL) iX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjad:
kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupatt
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dyabat oleh
Sekretars: Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisas1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdin
atas
a Badan,
b Unsur Pengarah,
¢ Unsur Pelaksana,
d Sekretariat Badan, terdir1 darn

1 Sub Bagiain Umum deaut Kepegawaiaii, daul
2 Kelompok Jabatan Fungsional

e Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Kelompok Jabatan
Fungsional,

f Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kelompok Jabatan
Fungsional,

g Bidang Rehabilitas1 dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dan

h Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(2) Bagan Susunan Orgamusas: Dadani Penanggulangan Bencana Daeiah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran
Peraturan Bupati in1

Bagian Keugd
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
BADAN

Pasal 4
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di
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tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi
1 perumusan dan penetapan kebyakan, perencanaan, dan Kegiatan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
2 pelaksanaan kebyakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan
Pemenntahan di bidang penanggulangan bencana,

(O3]

penivimaan daii  pélaksaiaan tugas fungsi  peéruijaing Uiusail
Pemerintahan di1 bidang penanggulangan bencana,

4 pengoordinasian pelaksanaan kebyakan, program, dan kegiatan fungst
penunjang Urusan Pemerintahan di1 bidang penanggulangan bencana,

5 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyvelenggaraan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencan,

6 pembinaan ketatausahaan Badan, dan

7 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup
tugas dan fungsinyva

Paragraf 2
UNSUR PENGARAH

Pasal 6
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Badan dan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada

Kepala Radan dalam ranglka penyelenggaraan penanggulangan hencana
Pasal 7
(1) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,
Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi
1 Pelaksanaan perumusan dan penyusunan konsep kebyakan
penanggulangan bencana di Daerah,
2 Pelakasanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan bencana daerah, dan
Pelaksanaann €valuasi dalain  penyelenggaraailn  penanggulanagi
bencana daerah
(2) Unsur Pengarah sebagaaimana dimaksud pada pasal 6, terdin atas
1 Ketua, dan
2 Anggota
(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah
sebagai berikut
a Ketua Unsur Pengarah dyabat oleh Kepala Badan, dan
b Anggota Unsur Pengarah berasal dan

(5]

i) Lembdga/uisiaisy  Pewmerniwal:s Daeraln yakin  Diias/Badai
dan/atau Instans: terkait lainnya, dan
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2} Masyarakat Profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh
masyarakat
Paragraf 3
UNSUR PELAKSANA
Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf
c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan

PUGE e P P P T v e e L e e TTVomcan o 11 o~ T —
ifeiigenaaiikail penyeienggaraail tugas dail fungsi unsurs Pelaksana Badaii

sehari-han

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8,
Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi

1

Pengoordinasian unit kerja Unsur Pelaksana dalam rangka
membantu/fasilitas1 Unsur Pengarah dalam perumusan konsep
kebyakan penanggulangan bencana,

Penyusunan rencana, program, kegiatan Unsur Pelaksana selaku
koordinatoi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggasaan
penanggulangan bencana,

Pengoordinasian pelaksanaan kebyakan, program, dan kegiatan
fungs1 penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan
bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah,
instansit vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ,
Pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, mstansi
vertikal yang ada di daerah seirta langkah-langkah lam yang dipertukain
dalam rangka penanganan darurat bencana,

Penyusunan bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan
peta evakuasi,

Pelaksanaan kebyakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana secara
terkordinas: dan terintegrasi dengan satuan kerpa perangkat daerah
lainnya  di1 daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan
memperhatikan kebyakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
daii ketentuan peraturan perundang-uandangani

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungs1 Unsur Pelaksana,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi Unsur Pelaksana,

Pembinaan ketatausahaan Badan, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau
ketentuan perundang undangan sesuair dengan lingkup tugas dan
fungsinya
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SEKRETARIAT

Pasal 10
Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai: tugas membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan
kebyakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi
keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaai, kearsipaii, keramahtanggaan,
kepegawalan, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan
administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,

Sekretarat menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebyakan, rencana, program, kegiatan
Gan anggaran ai hiigkdngan Badan Penanggulangan Bencana Daciali,

2 Pembinaan dan pembernian dukungan administrast yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan admimistrasi di hingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,

3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasl dan tata laksana di
hngkungan Badan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokast hukum di  lhingkungan Badan Badan
Penanggulangan Deiicaiia Daeali,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di ingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Badan,

8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah,

Pelaksanaaiil inoiutoiiiig, evaiuas: deui pelapor

tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungs:i lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

esdail dengai luigkap

O

1

Pasal 12
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

beitanggung jawab  kepada - Sekretarnss dan mempuiiyai  tagas
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menyelenggarakan urusai Kepegawaiai, nerumahtanggaai, perpustakaar,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 13
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
2 Penyiapan bahan perumusan kebyakan teknis terkait administrasi
umum dan kepegawaian,

3 Pengelolaan data kepegawaian badan,

4  Penyiapaiil balian mutas: pegawai badadi,

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai badan,

6 Penyiapan bahan pembimaan pegawai badan,

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan badan,

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentas: dan Kkearsipan dan

perpustakaan badan,

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan badan,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada badan,

11 Pelaksanaan pelayanain adininiistras: perkeauitorau,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
umum dan kepegawaian, dan

14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 5
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 14
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung
jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunya: tugas melaksanakan
penyusunain  kebyakan — daeral, perumusaii = kebyakain  teknis,
pengoordinasian dan pelaksanaan kebyakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan kebyakan daerah, perumusan kebpyakan teknmis di bidang
pencegahan, mtigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta
peniberdayaan masyaraxkat,

2 Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di
bidang pencegahan, mitigas: dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta
pemberdayaan masyarakat,
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Pclaksanaan pendataan, pcmctaan dan miormas: potens: darah rawain

bencana,

4 Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi
penanggulangan bencana daerah,

5 Pelaksanaan pencegahan dim1 dan pengurangan risitko terhadap
ancaman bencana pada wilayah potens: rawan bencana meliputi kajian
risiko bencana dan rekontyensi,

6 Penyelenggaran pengumpulan, pengolahan analisis data dan informasi

potensi ancaman bencana,

(oY)

~d

Pelaksanaan penyusidnail péta rawaul peéncaiia,

8 Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia
dalam penanganan bencana,

9 Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
penanggulangan bencana,

10 Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/
organisasi peduli bencana,

11 Pelaksnaan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
pencegahan, mitigasi1 dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta
pempe1dayaarn masyarakat,

12 Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya, dan

13 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 6
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

I'dasal 11U
Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f, dippmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung
jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan  kebyakan = daerah, perumusan  kebyakan @ teknis,
pengoordinasian dan pelaksanaan kebyakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

Dalanin menyeienggaiaran tagas Sébagaimaila dimaksud pada rasat 10,

Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan kebyakan daerah, perumusan kebyakan teknis di bidang
Kedaruratan dan Logistik,

2 Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di
bidang Kedaruratan dan Logistik,

3 Pengoordinasian danpelaksnaan penanggulangan bencana pada saat
terjadi bencana,

4 Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap daiwrat, penanganair pengungs: dan dukKungan

logistik,
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Pelaksanaan pengkajpan terhadap lokasi, Keérusakan dan Rerugiai

terjadinya bencana,

6 Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana dan penetapan

standar teknis penanggulangan bencana,

Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana,

8 Pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logisttk dan
peralatan bagi masyarakat korban bencana,

9 Penyelenggaraan perlindungan kelompok rentan bencana,

10 Penyelenggaraan pembinaan tekmis pelaksanaan kegiatan dibidang
Kedau uratan daii 10giSUK,

11 Pelaksanaan pemantauan, evaluast dan pelaporan sesuair dengan
lingkup tugasnya, dan

12 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

wn

~J

Paragraf 7
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

I'advai 10
Bidang Rehabilitasit dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung
jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebyakan  daerah, perumusan kebyjakan  teknis,
pengoordinasian dan pelaksanaan kebyakan, pembinaan, fasilitas,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pasal 19

Dalain menyelénggaranain tugad sSevagauiiaiia quiaksud pada

Bidang Rehabilitas1 dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi

1 Penyusunan kebyakan daerah, perumusan kebyakan teknis di bidang
rehabilitas: dan rekonstruksi,

2 Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di
bidang rehabilitas: dan rekonstruksi,

3 Penyelenggaraan perbaitkan lngkungan daerah bencana, perbaikan
sarana dan prasarana umuimn,

4 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan
Svaluas: Kegiataul pehniuniiaul Sosial PSIKUIOES, CROII0NHI, dan budaya,

5 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalan dan
evaluasi kegiatan pemuliahan pelayanan kesehatan,

6 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendahan dan
evaluasi kegiatan pemulihan fungs: pemerintah dan pelayanan publik,

7 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban,

8 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendahian dan
evaluasi kegiatan,

™. .1 10
ras 10,
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evaluasi kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
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evaluas1 kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial
masyarakat dan keagamaan,

Penyusuan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan
evaluas: kegiatan pembangkitan kembali kehidupan ekonomi sosial dan
budaya masyarakat,

Penyusuan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan
evaluas1 kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan
bencana,

Penyusuail piograii, pengooidiiiasiaul, peimbuiaaii, pengenqahan: daii
evaluas1 kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,

Penyelenggraraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
rehabilitas: dan rekonstruksi,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

BAB III

TTAYTT/ TATNT A TFPCLANT A MTIVTFPATTO
WINR X K ZsliiRONOIRINES X LIXRINEND

Pasal 20
Pada Badan dapat dibentuk Umt Pelaksana Teknis (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan

L - h hmae = oL
Dupail tC1>Ciiulii

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi
Pasal 21
Y mammVn TIVi d o cmm maans wmn Ve Talendm o Thmncmcam MYeors e TV bmcmncn mdem = TN AV
1\{',}.)0.10. I7AaAACAIY 11AT1 u}_)an vawvaLall 1 IIIIPIIIG.II x IIISSI I IAalAliia altau LyoClIuli

IIa,

Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
Eselon IIb,

Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,

Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa
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Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian/Bupati

P
o
-

(3)

9

BAB YV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

gjabat Tungsonal LOiniGudurain di bawan dain bCritangguiig jawan
secara langsung kepada pejabat pimpman tinggy pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuar dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
MEMUETinl pelayaiiail (uiigsional (C1kautl MERaNiSNIC ROOIGuiasds: daul
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
pimpinan tinggl pratama sesual dengan bidang keahlhan dan
keterampilan,

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi

Pejabat fungsional yang ditugaskan secara ndividu sebagaimana
dunaksud dalam ayat (4] m€lapUrnan pélassanaail Ltugasilya sclaia
berjenjang kepada kepala Badan

Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Badan

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir dan

a Ketua Tim, dan

b Anggota Tim

Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sclagiamaila duiansud pada ayat (/) nuiui a, werasal dait
perangkat daerah yang membidang;,

Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagar anggota Tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbagai latar belakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
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terschbut  atau  diluar uwint  Ofgandsasi, unitux mEngopumalkan
pencapaian tujuan organisasl,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dar1 penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25%
dar1 Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Quatw DeEiGaSarraiin seténtdan: peiaturéant pérwidauig-

undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 24
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya {eselon V) terkena
dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan
pada jabatan struktural di1 atasnya, dengan ketentuan
a Umt Kéjga yang masin medulr: Jabatain Adiiustuator, jabatai
pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon 111
b Unmit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon II
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dar1 pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(O) Javatain I'tlaksana uGilclapkail OlSn rgjabat 1eimvnia Kepegawauadl/
Bupati
(4) Ketentuan mengenair uraian tugas jabatan di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
tersendir1

BAB VI
TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
mtegrasi, dan sinkronisast baik di lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisast di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah serta dengan mstanst lain di luar hngkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas masing-masing
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(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan

Pasal 27
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di1 lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah wajb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
Jjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat
pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1, pejabat yang menduduk:
Jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati int

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
teintaing Kedudukani, Tugas [MOKOK Gainn ousunan Organisas: reraigrat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 webrmari 2023

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 webrua-i 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUEATE_N’HALMAHERA SELATAN,

\ IrgAIFUL TRUY, MP
Nip 196512 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN,SH.MH
Nip 19830702 200812 1 002




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR & TAHUN 2023

TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANANGAN BENCANA DAERAH

16 pebrar: 2023

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BADAN
PENANGGULANANGAN
BENCAMNA DAERAH

SEKRETARIAT

KELOM POK
JABATAN
FUNGSIONAL

UNSUR UNSUR
PENGARAH PELAKSANA
- INSTANSI KEPALA PELAKSANA
- PROFESIOMAL J AHLI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIOMNAL
suB
BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN KEDARURATAN REHABILITASI
DAN DAMN DAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UNIT PELAKSAMA TEKNIS [UPT)

BUPATI HALMAHERA SELAT




